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ABSTRAK

PenelitianinimengenaiImplementasiKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)DiKota
Banjarmasin.DilatarbelakanginolehditetapkannyaPSBBdiBanjarmasindalam rangkapercepatan
penanganankasusCoronaVirusDisease2019(COVID-19)yangsignifikandancepatsertadiiringi
dengankejadiantransmisilokaldiwilayahKotaBanjarmasinProvinsiKalimantanSelatan.Tujuan
penelitianiniadalahuntukmendeskripsikanpencapaianImplementasiKebijakanPembatasan
SosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin.Metodeyangdigunakandalam penelitianini
adalahdeskriptifkualitatif.Teknikanalisisdatayangdigunakanadalahteknikanalisisdatayang
dikembangkanolehMilesdanHubermanyaitumodelinteraktif.Hasilpenelitianinimenunjukkan
bahwaadanyaresponpositifdariberbagaipihakmeskiperluadanyaevaluasidanpembenahan
dalam pelaksanaannya.Dalam sebuahkebijakanpastiadaprodankontradariberbagaipihak,
namunyangperlukitagarisbawahiadalahbagaimanakitasebagaipelakukebijakantersebut
dalam melaksanakannyadenganpenuhtanggungjawabagarkebijakantersebutterlaksanasecara
maksimaldansesuaiharapan.Penelitimemberikansaran:(1)perlukiranyapemerintahDaerah
KotaBanjarmasinuntuklebihmempertegasdengantegurandanjikamasihmelanggarmakadapat
memberikansanksiyangtegassifatnyamemberikankesadarankepadasemuamasyarakatagar
tertibmelaksanakankebijakandaripemerintahdaerahagartujuandarikebijakantersebutdapat
tercapaisesuaiharapan;(2)dalam rangka mengurangiangka penularan darivirusCovid-19
diharapkankepadaseluruhlapisanmasyarakatagartetaptertibmelaksanakanprotokol-protokol
kesehatanyanggencardisosialisasikan;(3)perluadakebijakankhususdaripemerintahdaerah
memprioritaskanmasyarakatpadalapisanmenengahkebawahyangsangatmerasakandampak
daripermasalahanpandemiini.

KataKunci:PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB),Implementasi,Kebijakan

ABSTRACT

ThisresearchisabouttheImplementationofLargeScaleSocialLimitationPolicy(LSSR)in
BanjarmasinCity.ItisbasedontheestablishmentofLSSRinBanjarmasininordertoaccelerate
thehandlingofsignificantandfastCoronaVirusDisease2019(COVID-19)casesandtobe
accompaniedbylocaltransmissionincidentsinBanjarmasinCity,SouthKalimantanProvince.The
purposeofthisstudyistodescribetheachievementoftheImplementationofLargeScaleSocial
LimitationPolicy(LSSR)inBanjarmasinCity.Themethodusedinthisresearchisdescriptive
qualitative.ThedataanalysistechniqueusedisthedataanalysistechniquedevelopedbyMiles
andHuberman,aninteractivemodel.Theresultsofthisstudyindicatethattherearepositive
responses from various parties despite the need forevaluation and improvementin its
implementation.Inapolicytheremustbeprosandconsfrom variousparties,butwhatweneedto



underlineishowweaspolicyactorsinimplementingitwithfullresponsibilitysothatthepolicyis
implementedoptimallyandasexpected.Theresearcherprovidessuggestions:(1)itisnecessary
fortheBanjarmasinCityGovernmenttoemphasizewithareprimandandifitstillviolatesitcan
imposestrictsanctionstogiveawarenesstoallpeoplesothattheyareorderlyincarryingoutthe
policiesofthelocalgovernmentsothattheobjectivesofthepolicycanbeachievedasexpected;
(2)inordertoreducethetransmissionrateoftheCovid-19virusitisexpectedthatalllevelsof
societyremainorderlyinimplementinghealthprotocolsthatareintensivelysocialized;(3)there
needstobeaspecialpolicyfrom theregionalgovernmentprioritizingthepeopleinthemiddleto
lowerclasseswhoreallyfeeltheimpactofthispandemicproblem.
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PENDAHULUAN
1. LatarBelakangMasalah

Menurutpandangan Woll,kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk
menyelesaikan masalah dimasyarakatbaiksecaralangsung maupun melaluilembagayang
mempengaruhimasyarakat.Wollmengemukakanbahwadalam pelaksanaankebijakanpublik
terdapattigahalyangberpengaruhsebagaiimplikasidaritindakanpemerintah.Pertama,kebijakan
yangdibuatolehpemerintahuntukkehidupanmasyarakat.Kedua,adanyaoutputdalam bentuk
program untuk masyarakat.Ketiga,adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat
(Hessel,2003).

Severeacuterespiratorysyndromecoronavirus2 (SARS-CoV-2)yanglebihdikenaldengan
namavirusCoronaadalahjenisbarudaricoronavirusyangmenularkemanusia.Walaupunlebih
banyakmenyeranglansia,virusinisebenarnyabisamenyerangsiapasaja,mulaidaribayi,anak-
anak,hinggaorangdewasa,termasukibuhamil dan ibumenyusui.

Infeksivirus Corona disebutCOVID-19 (Corona Virus Disease 2019)dan pertama kali
ditemukandikotaWuhan,ChinapadaakhirDesember2019.Virusinimenulardengansangat
cepatdantelahmenyebarke hampirsemua negara,termasukIndonesia,hanyadalam waktu
beberapabulan.

PandemiterbarudisebabkanolehviruscoronabaruyangpertamakalidiidentifikasidiWuhan,
Cina. Nama lengkapnya adalah coronavirus2 sindrom pernapasan akut(SARS-CoV-2)(Royal
CollegeofNursing(RCN),2020 ). InimenyebabkanpenyakitCOVID-19,penyakitpernapasanyang
dapatmenyebardariorangkeorang(RCN,2020). COVID-19telahdikategorikansebagaipenyakit
menulardengan konsekuensitinggimelaluiudara (HCID). Saatinitidak ada vaksin untuk
melindungiterhadap COVID-19 dan menghindarikontakdekatdengan orang yang sakitdan
mencucitanganseringkalimerupakansatu-satunyaperlindungan.

Dalam CochraneLibrary(2020)disebutkanbahwaCoronavirus(COVID‐19)adalahvirusbaru
yangtelahmenyebardengancepatkeseluruhdunia. COVID-19menyebardenganmudahdiantara
orang-orangyangberadadalam kontakdekat,ataumelaluibatukdanbersin. Kebanyakanorang
yangterinfeksimenderitagejalamiripfluringan,tetapibeberapamenjadisakitparahdanbahkan
meninggal. Hal tersebutmembuatbeberapanegaramenerapkankebijakanuntukmemberlakukan
lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri,
diberlakukan kebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)untukmenekanpenyebaran
virusini.

PemerintahKotaBanjarmasinKalimantanSelatanmendapatpersetujuandariTerawanAgus
PutrantoselakuMenteriKesehatanRI,untukmenerapkanstatusPembatasanSosialBerskala
Besar(PSBB).Persetujuantersebuttertuangdalam KeputusanMenterikesehatanuntukKota
Banjarmasin,KalimantanSelatanyangtelahditetapkanpadahariMinggu19April2020melalui
KeputusanMenteriKesehatanNomorHK.01.07/Menkes/262/2020.

PSBBdiBanjarmasinditetapkandalam rangkapercepatanpenanganankasusCoronaVirus
Disease2019(COVID-19)yangsignifikandancepatsertadiiringidengankejadiantransmisilokal
diwilayahKotaBanjarmasinProvinsiKalimantanSelatan.PenetapanPSBBdikotaBanjarmasin
tersebutditerapkansetelahdilakukankajianepidemiologidanpertimbangankesiapandaerah
wilayah-wilayahtersebutdalam aspeksosial,ekonomi,sertaaspeklainnya,olehtim teknis.

PemerintahKotaBanjarmasinwajibmelaksanakanPSBBdansecarakonsistenmendorong



serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehatkepada masyarakat.PSBB tersebut
dilaksanakanselamamasainkubasiterpanjangdandapatdiperpanjangjikamasihterdapatbukti
penyebaran.KetentuandimulainyaPSBBdiBanjarmasinmengikutiaturanpemerintahdaerah.

Berdasarkan permasalahan diatas,penelitimerasa tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul“ImplementasiKebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar(PSBB)diKota
Banjarmasin”.

2. RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakanmakadapatdirumuskanmasalahyang

akandiungkapkandalam penelitianiniadalah“BagaimanapencapaianImplementasiKebijakan
PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin?”
3. BatasanMasalah

Agarruanglingkupmasalahyangakandibahastidakmenjadiluasdanuntukmencapai
sasarandantujuanyangoptimal,makaperludilakukanpembatasanmasalah,yaitusebagaiberikut:
1.PenelitianinidilakukandiKantorWaliKotaBanjarmasin,KantorSatuanPolisiPamongPraja

danwilayahkotaBanjarmasin.
2.PenelitianinihanyamencakupImplementasiKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar

(PSBB)diKotaBanjarmasin.
4. TujuanPenelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang ingin dicapaiyaitu:“Untuk mendeskripsikan pencapaian
ImplementasiKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin”.
5. ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkanmemberikanmanfaatyaitu:
a.Manfaatteoritis

Penelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganpemikiran,informasi,danmenjadi
bahan referensidalam Ilmu Pemerintahan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan
khususnyamengenaievaluasikebijakan.

b.Manfaatpraktis
Hasildaripenelitianinidiharapkandapatmemberikanmasukanyangbermanfaatserta

gambaran nyata khususnya kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang
ImplementasiKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin.

TINJAUANPUSTAKA
1. KebijakanPublik

Friedrich(1963)menyatakanbahwakebijakanialahsuatutindakanyangmengarahpada
tujuanyangdiusulkanolehseseorang,kelompokataupemerintahdalam lingkungantertentu
sehubungandenganadanyahambatan-hambatantertentuserayamencaripeluang-peluanguntuk
mencapaitujuan/mewujudkansasaranyangdiinginkan.MiripdengandefinisiFriedrichdiatas,
JamesAndersonmerumuskankebijaksanaansebagailangkahtindakanyang secarasengaja
dilakukan oleh seorang aktoratau sejumlah aktorberkenaan dengan adanya masalah atau
persoalantertentuyangdihadapi(Wahab,2012:3).

MenurutEalaudanPrewitt(1973),kebijakanadalahsebuahketetapanyangberlakuyang
dicirikanolehperilakuyangkonsistendanberulang,baikdariyangmembuatnyamaupunyang
mentaatinya(yangterkenakebijakanitu).SelanjutnyaTitmuss(1974)mendefinisikankebijakan
sebagaiprinsip-prinsipyangmengaturtindakanyangdiarahkankepadatujuan-tujuantertentu.
MenurutTitmuss kebijakan senantiasa berorientasikepada masalah (problem-oriented)dan
berorientasikepadatindakan(action-oriented).

Kebijakan publikadalah produkaktivitas-aktivitasyang dimaksudkan untukmemecahkan
masalah-masalahpublikyangterjadidilingkungantertentuyangdilakukanolehaktor-aktorpolitik
yanghubungannyaterstruktur(Lemieuxdalam Wahab,2012:15).

LebihlanjutIslamy(2010)menguraikanbeberapaelemenpentingdalam kebijakanpublik,
yaitu:1)bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakantindakan
pemerintah.2)bahwakebijakanpublikitutidakcukuphanyadinyatakansebagaiwacana,tetapi
dilaksanakandalam bentukyangnyata3)bahwakebijakanpublikbaikuntukmelakukansesuatu
ataupuntidakmelakukansesuatuitumempunyaidandilandasimaksuddantujuantertentu,dan4)



bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagikepentingan seluruh anggota
masyarakat.
2. EvaluasiKebijakan

Howlettdan Ramesh dalam Mulyadi(2016:121)menyatakan jika evaluasimerupakan
pengkajiansecarasistematikdanempiristerhadapakibatdarikebijakandanprogram pemerintah
yangsedangberjalandankesesuaiannyadengantujuanyanghendakdicapaiolehkebijakan
tersebut.

Winarno (2012:23)menyatakan jika evaluasikebijakan dipandang sebagaiusaha untuk
menentukandampakataukonsekuensisebenarnyadarikebijakanpadakondisikehidupannyata.
Fischer,F.,G.J.Miller,M.S.Sidney(2007:608)berpendapatjikastudievaluasilebihdifokuskan
padaefisiensi,danefektivitasdimensistrukturbirokrasimaupunprosesuntukmengetahuiapakah
pelaksanaankebijakanatauprogram tersebuttelahmencapaitujuandaripembuatankebijakanitu
sendiri.

Dunn dalam Suharno (2013:115)memilikipendapatbahwa evaluasikebijakan publik
mempunyaiempatlingkupmaknayaitu:(1)Evaluasiformulasikebijakanpublik;(2)Evaluasi
implementasikebijakanpublik;(3)Evaluasikinerjakebijakanpublik;dan(4)Evaluasilingkungan
kebijakanpublik.
3. ImplementasiKebijakan

Dalam KamusBesarBahasaIndonesia,implementasidiartikansebagaipelaksanaanatau
penerapan.Secarasederhanapengertianimplementasidalam KamusWebster(Wahab,2004)
dirumuskansebagai“toprovidemeansforcarryingout;togivepracticaleffectto”(Menyajikanalat
bantu untuk melaksanakan;menimbulkan dampak/berakibatsesuatu).Implementasisuatu
kebijakansangattergantungpadarumusankebijakanyangdisusundalam mencapaitujuanyang
ditetapkan(BambangSupriyadi,2007).

ImplementasiadalahAktivitasatauusaha-usahayangdilakukanuntuksemuarencanadari
kebijaksanaanyangtelahdirumuskandanditetapkan,dandilengkapisegalakebutuhanalat-alat
yang diperlukan,siapa yang melaksanakan,dimana tempatpelaksanaannya,kapan waktu
pelaksanaannya,kapanwaktumulaidanberakhirnyadanbagaimanacarayangharusdilaksanakan
(Haerul,2014).

MenurutVanMeterdanVanHorn(1975)yangdikutipolehWahab(2004)merumuskanbahwa
prosesimplementasisebagaitindakantindakanyangdilakukanbaikolehindividu-individu/pejabat
pejabatataukelompok-kelompokpemerintahatauswastayangdiarahkanpadatercapainyatujuan
-tujuanyangtelahdigariskandalam keputusankebijaksanaan(Nazwar,dkk.2003).Tindakan-
tindakanyangdilakukanmerupakantransformasisemuakeputusanyangdioperasionalkandalam
berbagaikebijakanuntukmencapaitujuanyangdiharapkan.

Mengacudaripendapattersebutdiatas,makadapatdikatakanbahwasumber-sumberuntuk
mencapaitujuanyangtelahditetapkansebelumnyaolehpembuatkebijakandidalamnyamencakup
tigaunsuryangsalingmenunjangyaitusumberdayamanusia,kemampuananggaran(financial)
dankemampuanorganisasiyangdilakukanolehpemerintahmaupunswasta(secaraindividuatau
berkelompok).Keberhasilansuatuimplementasikebijakandapatdiukurataudilihatdariproses
danpencapaiantujuanhasilakhir(output),yaitu:tercapaiatautidaknyatujuan-tujuanyangdiraih.

Implementasikebijakan merupakan aspek terpenting darikeseluruhan proses kebijakan.
Implementasikebijakanmerupakanwujudnyatadarisuatukebijakan,karenapadatahapinisuatu
kebijakantidakhanyaterbataspadaperwujudansecarariildarikebijakan,tapijugamempunyai
kaitan dengan konsekuensiatau dampakyang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan
tersebut.dengandemikianpembuatkebijakantidakhanyainginmelihatkebijakanyangtelah
dilaksanakanolehmasyarakat,namunjugainginmelihatseberapajauhkebijakantersebutdapat
memberikankonsekuensimulaidarihalyangpositifmaupunnegatifkepadamasyarakat(Rohman,
2010).

Implementasikebijakan merupakan aspek terpenting darikeseluruhan proses kebijakan.
Implementasikebijakanmerupakanwujudnyatadarisuatukebijakan,karenapadatahapinisuatu
kebijakantidakhanyaterbataspadaperwujudansecarariildarikebijakan,tapijugamempunyai
kaitan dengan konsekuensiatau dampakyang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan
tersebut.dengandemikianpembuatkebijakantidakhanyainginmelihatkebijakanyangtelah
dilaksanakanolehmasyarakat,namunjugainginmelihatseberapajauhkebijakantersebutdapat
memberikankonsekuensimulaidarihalyangpositifmaupunnegatifkepadamasyarakat(Rohman,
dkk,2010).



4. TinjauanUmum PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)
PSBB adalahpembatasankegiatantertentupendudukdalam suatuwilayahyang diduga

terinfeksiCOVID-19sedemikianrupauntukmencegahkemungkinanpenyebaranCOVID-19.Untuk
dapatditetapkanPSBB,suatuwilayahprovinsi/kabupaten/kotaharusmemenuhikriteriasebagai
berikut:
a.jumlahkasusdan/ataujumlah kematianakibatpenyakitmeningkatdan menyebarsecara

signifikandancepatkebeberapawilayah;dan
b.terdapatkaitanepidemiologisdengankejadianserupadiwilayahataunegaralain.

ProsedurpenetapanPSBBdalam Permenkes9Tahun2020Pasal7ayat(1)dan(2)dijelaskan
bahwauntukmenetapkanPSBB,Menterikesehatan(Menkes)membentuktim yangbertugas:(1)
melakukankajianepidemiologisdan,(2)melakukankajianterhadapaspekpolitik,ekonomi,sosial,
budaya,agama,pertahanan,dankeamanan.Lebihlanjutdijelaskandalam Permenkes9Tahun
2020Pasal7ayat(4)bahwaberdasarkanhasilkajian,tim memberikanrekomendasipenetapan
PSBB kepada MenteriKesehatan dalam waktu paling lama satu harisejak diterimanya
permohonanpenetapan.

Selanjutnya MenteriKesehatan kemudian menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi/
kabupaten/kotatertentudalam jangkawaktupalinglamaduaharisejakditerimanyapermohonan
penetapan,denganmempertimbangkanrekomendasitim danmemperhatikanpertimbangandari
KetuaPelaksanaGugusTugasPercepatanPenangananCOVID-19(Permenkes9Tahun2020
Pasal8).

Secaraumum PelaksanaanPSBBmeliputi:
a.Peliburansekolahdantempatkerja.Namun,peliburaninidikecualikanbagikantoratauinstansi

strategisyangmemberikanpelayananterkaitpertahanandankeamanan,ketertibanumum,
kebutuhan pangan,bahan bakarminyak dan gas,pelayanan kesehatan,perekonomian,
keuangan,komunikasi,industri,ekspordanimpor,distribusi,logistik,dankebutuhandasar
lainnya.

b.Pembatasankegiatankeagamaanyangdilaksanakandalam bentukkegiatankeagamaanyang
dilakukan dirumah dan dihadirikeluarga terbatas,dengan menjaga jarak setiap orang.
Pembatasaninidilaksanakandenganberpedomanpadaperaturanperundang-undangan,dan
fatwaataupandanganlembagakeagamaanresmiyangdiakuiolehpemerintah.

c.Semuatempatibadahharusditutupuntukumum.Adapunpemakamanorangyangmeninggal
bukankarenaCOVID-19denganjumlahyanghadirtidaklebihdariduapuluhorangdapat
diizinkandenganmengutamakanupayapencegahanpenyebaranpenyakit(pemutusanrantai
penularan).

d.Pembatasan kegiatan ditempatatau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk
pembatasanjumlahorangdanpengaturanjarakorang.Namun,ketentuaninidikecualikanuntuk:
(Pasal13 ayat(1)hurufc jo. Pasal13 ayat(6)dan(7)Permenkes9/2020 vide Lampiran
Permenkes9/2020)
1)supermarket,minimarket,pasar,toko atautempatpenjualanobat-obatandanperalatan

mediskebutuhanpangan,barangkebutuhanpokok,barangpenting,bahanbakarminyak,gas,
danenergi;

2)fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan
kesehatan;

3)hotel,tempatpenginapan(homestay),pondokandanmotel,yangmenampungwisatawan
danorang-orangyangterdampakakibatCOVID-19,stafmedisdandarurat,awakudaradan
laut;

4)perusahaanyangdigunakan/diperuntukkanuntukfasilitaskarantina;
5)fasilitasumum untukkebutuhansanitasiperorangan;dan
6)tempatataufasilitasumum untukpemenuhankebutuhandasarpenduduklainnyatermasuk

kegiatanolahraga.
e.Pembatasan kegiatan sosialdan budaya.Pembatasan inidilaksanakan dalam bentuk

pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosialdan budaya serta berpedoman pada
pandanganlembagaadatresmiyangdiakuipemerintahdanperaturanperundang-undangan.

f.Pembatasanmodatransportasi,kecuali:(Pasal13 ayat(1)hurufe jo. Pasal13 ayat(10)
Permenkes9/2020)
1)modatransportasipenumpang baikumum atau pribadidengan memperhatikan jumlah

penumpangdanmenjagajarakantarpenumpang;dan



2)modatransportasibarangdenganmemperhatikanpemenuhankebutuhandasarpenduduk.
g.Pembatasankegiatanlainnyakhususterkaitaspekpertahanandankeamanan.Ketentuanini

dikecualikan untukkegiatan aspekpertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan
kedaulatannegara,mempertahankankeutuhanwilayah,danmelindungisegenapbangsadan
seluruhtumpahdarahIndonesiadariancamandangangguan,sertamewujudkankeamanan
danketertibanmasyarakat,dengantetapmemperhatikanpembatasankerumunanorangserta
berpedomankepadaprotokoldanperaturanperundang-undangan(Pasal13ayat(1)huruf
f jo. Pasal13ayat(11)Permenkes9/2020).

5. IndikatorVariabelPenelitian
Padapenelitianinipenulismemilihsalahsatudimensievaluasikebijakanyangakandijadikan

sebagaifokuspenelitianyaitumengenaievaluasiimplementasikebijakanpublik.
Adaenam kriteriayangdigunakanuntukmenilaisebuahkinerjaberhasilatautidakberhasil

(Dunndalam Mulyadi,2016:124)yaitu:(1)Efektivitas;(2)Efisiensi;(3)Kecukupan;(4)Kesamaan;
(5)Responsivitas;(6)Ketepatan.
METODEPENELITIAN
1. PendekatanPenelitian

Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatif,yaitupendekatanyangbertujuanuntuk
memahamiserta menelaah secara cermattentang apa yang terjadidilapangan dengan
menggunakancatatanatasdokumenyangtertulis,wawancara,sertapengamatanyangintensif
dan melakukan analisis rekaman-rekaman tersebutyang didapatdariinforman mengenai
pencapaian ImplementasiKebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar (PSBB) diKota
Banjarmasin.
2. JenisPenelitian

Jenispenelitianyangdigunakanpenelitiadalahdeskritif.Deskriptifdisinidimaksuduntuk
menjelaskanmengenaipencapaianImplementasiKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar
(PSBB)diKotaBanjarmasin.
3. LokasiPenelitian

PenelitianyangdipilihadalahPemerintahanDaerahKotaBanjarmasintepatnyadikantor
walikotaBanjarmasin Jl.REMartadinataNo.1,KertakBaruIlir,Kec.BanjarmasinTengah,Kota
Banjarmasin,KalimantanSelatan70111,Indonesia
4. TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatayangdigunakandalam penelitianiniadalah:Kuesioner,Wawancara,
danDokumentasi
5. PopulasidanSampel

a.Populasi
Penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan implementasiKebijakan Pembatasan

SosialBerskalaBesar(PSBB).Makadariitusesuaidenganmasalahyangditeliti,populasi
padapenelitianinitidakhanyaberasaldarikalanganpemerintah,namunjugaberasaldari
kelompokPetugaspelaksanakebijakan.Sehinggapopulasidalam penelitianiniterdiridari:(1)
PegawaiKantorWalikotaBanjarmasin;(2)SatuanPolisiPamongPraja;dan(3)Masyarakatdi
wilayahKotaBanjarmasin
b.Sampel

Populasidalam penelitianinibesarsehinggahanyasebagiandaripopulasipenelitian
dijadikansebagaisampel.Sehinggaterwakiliuntukmemberikaninformasiterkaitpenelitian
yangdilakukan.

6. SumberData
Adapunsumberdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahhasilpengisiankuesioner

danwawancara.
7. AnalisisData

Untukmemberipemaknaanatasdataataufenomenayangditemukandandikumpulkandalam
penelitianinimakadilakukananalisisdenganpendekatankualitatifdenganeksplanasibersifat
deskriptif.Data juga diperoleh dariinternetatau suratkabarberkaitan dengan masalah.
Selanjutnya dianalisis dengan modelsiklus interaktif.Proses inidilakukan selama proses
penelitianditempuhmelaluiserangkaianproses,pengumpulan,reduksi,penyajian,danverifikasi
data.
HASILPENELITIAN
ImplementasiPelaksanaanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin



Penelitimembagikanangket/kuesionerkepadarespondenyangterkaitdenganpelaksanaan
kebijakaninisepertiPegawaiKantorWaliKotaBanjarmasin,SatuanPolisiPamongPrajasebagai
tim pelaksanadilapangandanmasyarakatdiwilayahKotaBanjarmasin.

Hasilpenelitian menunjukkan bahwadariketigaelemen yang menjadiresponden dalam
penelitianinimenunjukkanresponpositifdariberbagaipihakmeskiperluadanyaevaluasidan
pembenahandalam pelaksanaannya.Dalam sebuahkebijakanpastiadapro dankontradari
berbagaipihak,namun yang perlu kita garisbawahiadalah bagaimana kita sebagaipelaku
kebijakan tersebutdalam melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agarkebijakan
tersebutterlaksanasecaramaksimaldansesuaiharapan.

Pelaksanaan kebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar(PSBB)diKota Banjarmasin
dilaksanakandalam tigatahap.Respondantanggapanyangmunculdariberbagaipihakdapat
dijadikanevaluasidalam pelaksanaannya.SepertidiungkapkanolehBapakMarzukiyangberumur
48tahunbekerjasebagaiPNSdikantorWalikotaBanjarmasinmenyatakanbahwa:

“...kebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasinbelum
mencapaitarget/sasaran yang diinginkan,halinikarena masih rendahnya partisipasidari
masyarakatdandilapanganmasihbanyakkoordinasi,sinergisertakerjasamayangkurang
solid.Karenasepertiyangkitaketahuibahwasebuahkebijakanmemerlukanpartisipasidari
semuapihak.Daridimensiketepatan,tidakseluruhmasyarakatmerasakandampakpositifdari
pelaksanaankebijakantersebut,halinidikarenakanketerbatasankapasitasbaikitudarisumber
danamaupundarisegisaranadanprasarana.Target/sasaransertatujuandalam pelaksanaan
kebijakan PSBB sudah dilaksanakan dengan tepat.Pada dimensiefisiensi,biaya yang
dikeluarkanolehpemerintahuntukpelaksanaanKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar
(PSBB)diKotaBanjarmasindinilaisudahsesuaidenganketercapaianpelaksanaankebijakan
tersebut.Namunkenyataannya,padadimensikecukupanpelaksanaanKebijakanPembatasan
SosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasinbelum mampumenekanangkapenularan
virus Covid-19,haliniterjadikarena masih kurangnya kesadaran darimasyarakatuntuk
melaksanakanprotokol-protokolyangsudahdiatursehinggamengakibatkantingginyaangka
penularan.Padadimensikeadilan,pelaksanaanKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar
(PSBB)diKotaBanjarmasinsudahdilaksanakansecarameratadiberbagaiwilayahdikota
Banjarmasin.Pelaksanaan kebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar(PSBB)diKota
Banjarmasin dirasa sudah tepatdilaksanakan dalam upaya memecahkan masalah terkait
penyebaran virus covid-19 dikota Banjarmasin,hanya saja masih ada ditemukannya
pelanggaranataukurangdisiplinnyamasyarakatdalam menaatiaturanselamapelaksanaan
PSBBtersebut.

PernyataantersebutdibenarkanolehPetugaspelaksanakebijakanPSBBM.Ramdhaniyang
berumur29tahundanbekerjasebagaiSatpolPPdikotaBanjarmasin.

“...pelaksanaan PSBB inisudah dilaksanakan mencapaitargetatau sasaran yang
diharapkan hanya saja dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ditemukan
masyarakatyang kurang disiplin dalam mematuhiprotokol-protokolyang sudah diatur,
misalnyasajamasihadawargamasyarakatyangtidakmemakaimaskersertatidakmenjaga
jaraksepertiyangdianjurkan.Masihditemukanjugaadanyapengendarasepedamotoryang
berboncengandenganyangbukananggotakeluarga.DanketikadilakukanpemeriksaanKTP
ternyata masih ditemukan juga warga masyarakatluarkota Banjarmasin yang masukke
wilayahKotaBanjarmasindenganalasanhanyainginmendatangikeluargakarenakebetulan
padasaatpelaksanaanPSBBberlangsungbertepatandenganHarirayaIdulFitri.Sehingga
denganterpaksa,wargatersebutdimintauntukberbalikarah.Pemeriksaandilakukandipintu
masuk wilayah Kota Banjarmasin,yang diperbolehkan melintas masuk wilayah kota
BanjarmasinadalahyangmempunyaiKTPBanjarmasindanatauwargaluarkotaBanjarmasin
yangbekerjadiwilayahkotaBanjarmasindandibuktikandengansurattugas.

Pernyataantersebutdibenarkanolehmasyarakat,sepertipernyataandariBapakIsmedYulian
yangberumur40tahunsebagaiPNSselakuwargamasyarakatdikecamatanBanjarmasinTengah.

“...pelaksanaanPSBB benardilaksanakandiwilayahkotaBanjarmasin,pembatasan
masuknyawargaluarkotaBanjarmasinsudahmencapaitargetyangdiharapkan,haliniseperti
yangpernahsayatemuiketikasayapulangbekerja.Padasaatsayapulangbekerjadanketika
akanmemasukipintumasukwilayahkotaBanjarmasin,parapengendararodaduasertaroda
empatdiberhentikansementarauntukdilakukanpemeriksaanKTP,dansayasalahsatudari
sekianbanyakpengendarayanginginmemasukiwilayahkotaBanjarmasinyangdiperiksaoleh



petugassatpolPPdandibantuolehanggotakepolisian.Karenaalamattempattinggalsayadi
Banjarmasin maka saya diperbolehkan lewat,sedangkan orang yang kebetulan berada di
sampingsayaterpaksaberbalikarahkarenatidakdiijinkanpetugasuntukmelintasmasuk
wilayahkotaBanjarmasinkarenamemilikiKTPyangberalamatkanluarkotaBanjarmasin.

BerdasarkanhasilwawancaradenganBapakSughiannorberumur42tahunyangbekerja
sebagaitukangojekyangbiasamangkaldidepanPasarAntasaridanbeliautinggaldiluarkota
Banjarmasin,beliaumenyatakanbahwa:

“...selamapelaksanaanPSBB berlangsungpenghasilansayasetiapharinyamenurun
drastis,halinikarenasayaharusberangkatlebihsiangdaripadabiasanyakarenapadapagi
harinyabanyakpetugasyangberjagadipintumasukwilayahkotaBanjarmasin.Selainitu,
pelanggansayayangumumnyawargamasyarakatkotaBanjarmasinyangbelanjadiPasar
Antasari,sejakdiberlakukannyaPSBBmenjadisangatjarangberbelanjakePasardaninilah
salahsatupenyebabberkurangnyapenghasilanyangdidapatsetiapharinya,padahalsayaharus
menghidupianakdanisterisaya.Dansayaadalahtulangpunggungkeluarga.

Pernyataantersebutdibenarkanolehmasyarakat,sepertipernyataandariBapakAminyang
berumur50tahunsebagaipedagangsayurselakuwargamasyarakatdikecamatanKertakHanyar.

“...sayatidakbisadenganbebasmemasukikotaBanjarmasinsemenjakdilaksanakannya
kebijakan PSBB dikota Banjarmasin,padahalsebelumnya keseharian saya adalah setiap
paginyasayaharusmembelisayur-sayurandanikandipasarsayurdiPasarHanyaruntukdijual
lagidengan menjajakannya ke komplek-komplek.Pelaksanaan kebijakan PSBB inisangat
berdampak pada perekonomian keluarga saya karena berjualan sayuran yang selama ini
menjadisumberpenghasilansayauntukmenghidupikeluarga.PelaksanaankebijakanPSBBini
sangatberdampakbagisayadankeluarga.

Pernyataan tersebutdibenarkan oleh masyarakat,sepertipernyataan dariBu Fitriyang
berumur36tahunsebagaipedagangwargamasyarakatdiPekapuranRaya.

“...pelaksanaankebijakabPSBBinisangatberdampakbagisayasebagaiwargadilingkup
kotaBanjarmasin.Kue-kueyangsayajajakansetiapharinyatidakpernahhabisdanselalu
bersisa.Keuntungannyaselalumenurundanbahkanmendekatirugikarenasepinyapembeli
kueyangsayajajakan.Menurunnyadayabelimasyarakatpadamasasekaranginimembuat
sayaharusberalihpekerjaanmejadiburuhcucidisalahsalahsatutetanggasaya.Alhamdulillah,
Allahmemberikanrezekikepadakeluargasaya,kamiyangterdampakdenganadanyavirus
koronainimendapatbantuanlangsungdaripemerintahberupauangyangsayaambillangsung
diKantorPos dan melaluibantuan itu setidaknya dapatmembantu meringankan beban
perekonomiankeluargasayaditengahkasuspandemiini.

Pernyataantersebutdibenarkanolehmasyarakat,sepertipernyataandariBuAminahyang
berumur65tahunsebagaiiburumahtanggawargamasyarakatdiPemurus.

“...Sebagaisatuwargayangterdampakkasuspandemiinisayajuga menerima
bantuandaripemerintah,denganbantuantersebutkamisekeluargamerasasangatterbantu
apalagianak saya yang pencahariannya sebagaitukang becak ketika diberlakukannya
kebijakanPSBBsangatsulituntukmemperolehuang.

Padadimensikecukupan,pelaksanaanKebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)
diKotaBanjarmasinbelum mampumenekanangkapenularanvirusCovid-19.Berikutkutipandari
hasilwawancaradenganBapakMarzuki:

“...salahsatuyangmenjadikendaladalam pelaksanaankebijakanPSBBiniadalahmasih
banyak masyarakatyang belum sadarakan protokol-protokolyang diatur.Masih banyak
ditemukanwargamasyarakatyangtidakmemakaimaskerdanmenolakuntukdirumahsaja.

Pernyataantersebutdibenarkanolehmasyarakat,sepertipernyataandariYuniyangberumur
25tahunsebagaiguruhonorwargamasyarakatdiS.Parman.

“...sayamenolakuntukdirumahsajakarenasayaharusbekerjamencarinafkahuntuk
keluarga.Namunsayatetapmematuhiaturanuntukselalumemakaimaskerketikadiluar
rumahdanselalurajinmencucitangandenganairmengalirsebagaiupayauntukmenekan
angkapenularancovid-19.

Pernyataantersebutdibenarkanolehmasyarakat,sepertipernyataandariBapakAliyang
berumur45tahunsebagaipekerjabengkelsepedawargamasyarakatdiKelayan.

“...sayakadangmerasakesulitanmenggunakanmaskerapalagiketikasayabekerja,hal
inikarenasayatidakterbiasamenggunakanmasker,sayamerasasusahbernapas.Bahkan
pernahsatukalisayadisuruholehBapakPolisilaluLintasyangsedangberjagauntukberbalik



arahkarenasayalupamembawamaskerketikaberpergian.
Semakin meningkatnya angka penularan covid-19 disebabkan oleh salah satunya

ketidakdisiplinan warga masyarakat mentaati aturan protokol yang sudah berulangkali
disampaikan,danmasihditemukannyamasyarakatyangtidakmenjagajarak.Bahkanadajuga
wargamasyarakatdariluarkotaBanjarmasinmemasukiwilayahkotaBanjarmasinketikapetugas
tidakberjaga.Untukitu,padapelaksanaanPSBBtahap3,penjagaanpenutupanjalanmasukkota
BanjarmasindiJalanAhmadYanikm.6banjarmasindiperketatTakhanyapenerapanjam malam
daripukul21.00hingga06.00WITA,namunaturanpadasiangharipunwajibdipatuhi.
PEMBAHASAN

Berdasarkankriteriayangdigunakandalam penelitianiniuntukmenilaisebuahkinerjaberhasil
atautidakberhasilyaitu:

Dimensiefektivitas,kebiijakanmemerlukanpartisipasidarisemuapihakagartarget/sasaran
daripelaksanaankebijakantersebutdapattercapai.Hasilyangdidapatdaripenelitiandilapangan
tidaksemuamasyarakatberpartisipasiaktifkarenapartisipasimasyarakatmasihrendahdan
masihkurangnyakoordinasi,sinergidankerjasamadarisemuapihak.

KaitannyadenganketepatankebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)diKota
Banjarmasin,disebutkanbahwatidaksemuamasyarakatKotaBanjarmasinmendapatkandampak
positifdariadanyakebijakan.Halinikarenaadanyaketerbatasankapasitasyang mencakup
sumberdanadansaranaprasarana)

Pada dimensiketepatan target/sasaran serta tujuan darikebijakan Pembatasan Sosial
BerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasindapatdikatakansudahtepatsasaran.Halinikarena
sebelum pelaksanaankebijakantersebuttelahdiadakansosialisasiterlebihdahulu.

DimensiEfisiensi,biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
Pembatasan SosialBerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasin sesuaidengan ketercapaian
pelaksanaankebijakantersebut.

Terkaitdengandimensikecukupan,berdasarkanhasilangketdiketahuibahwapelaksanaan
kebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)belum mampumenekanangkapenularan
virus Covid-19.Halinidikarenakan masih belum banyak masyarakat yang sadar akan
protokol–protokolyangdiatur.Danjugadibuktikandengantingginyaangkapenularan.

PelaksanaankebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)dinilaisudahtepatdalam
upayamemecahkanmasalahterkaitdenganpenularanvirusCovid-19diKotaBanjarmasinhanya
sajadalam pelaksanaannyamasihmendapatefektifkarenakesadaranmasyarakatmematuhi
protokol-protokolyangdiaturmasihrendah.

Dengandemikiandapatdikatakanbahwatercapainyapelaksanaansebuahkebijakansangat
dipengaruhiolehkesadarandarimasyarakatsebagaibagiandaritargetkebijakantersebutserta
koordinasiyangsoliddariberbagaipihakkhususnyapelaksanadilapangan,sehinggatujuandari
kebijakantersebutdapattercapaisesuaiharapan.

SetalahberakhirnyapelaksanaankebijakanPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)tahap
tiga,PemerintahkotaBanjarmasinmemutuskantidakmemperpanjang PSBB untukmenekan
penyebaranviruscorona.MeskitidakPSBBdilanjutkan,GugusTugasPercepatanPenanganan
Covid-19Banjarmasintetapakanmengacupadaketentuantanggapdaruratbencananonalam dari
BadanNasionalPenanggulanganBencana(BNPB).Olehkarenaitumasyarakattetapdiwajibkan
berperilakuhidupsehatdanmengikutiprotokolkesehatan.ItudilakukansesuaidenganKeputusan
MenteriKesehatannomor328terkaitpedomanpelaksanaanberaktivitassaatpandemi.

SebagaiupayadariPemerintahdalam upayamencapaikeberhasilanimplementasikebijakan
PSBByaitudenganmemberikanpemahamankepadaseluruhmasyarakatuntukselalumengikuti
anjuranPemerintahmematuhiprotokolkesehatanyangsudahseringkaligencardisosialisasikan.
Polahidupsehat,olahraga,rajinmencucitangan,jauhikerumunan,perkuatimuntubuhdengan
harapanviruscoronapastiakankalah.SelainitutindakantegasdariPemerintahdengandiawali
teguran secara santun bagipelanggarjuga dapatdilakukan demiketercapaian pelaksanaan
kebijakan.

MasyarakatyangterdampakpelaksanaankebijakanPSBBiniterlambatmendapatkanbantuan
sosialyangdijanjikanolehPemerintahKotayaitubantuanberupabahanpokokdan/ataubantuan
langsunglainkepadamasyarakatterdampakselamapenerapanPSBByangseharusnyadilakukan
sejakharipertama,dimanalaranganberaktivitassudahdiatursecaraketatkepadamasyarakat.
Sehinggahalinilahyangmenjadisalahsatupenyebabmasihditemukannyapelanggarankebijakan
PSBB inioleh masyarakatkhususnya yang terkaitdengan tetap “dirumah saja”.Selain itu,



masyarakatlebihbanyakberaktivitasdiluarrumahuntukmelakukanpekerjaannyasehari-hari
dalam mencarinafkah.
KESIMPULAN

ImplementasiKebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar(PSBB)diKota Banjarmasin
dievaluasiberdasarkanpengisianangket/kuesionerolehresponden dandapatdiketahuibahwa
pelaksanaan Kebijakan Pembatasan SosialBerskala Besar(PSBB)diKota Banjarmasin dari
dimensiefektivitas partisipasimasyarakatmasih rendah sedangkan kebijakan memerlukan
partisipasidarisemuapihakyangmeliputikoordinasi,sinergidankerjasamayangsolid.Pada
dimensiketepatanmasyarakatbelum seluruhnyamendapatkandampakpositifdaripelaksanaan
kebijakan,halinikarenaadanyaketerbatasankapasitasbaikitusumberdanamaupunsarana
prasarana.

Dimensiefesiensi,domana biaya yang dikeluarkan sudah sesuaidengan ketercapaian
pelaksanaankebijakantersebut.Dimensikecukupan,pelaksanaanKebijakanPembatasanSosial
BerskalaBesar(PSBB)diKotaBanjarmasinbelum sepenuhnyadapatmenekanangkapenularan
virusCovid-19karenabelum banyakmasyarakatyangsadarakanprotokol-protokolyangdiatur
dan vemakin tingginya angka penularan. Dimensikeadilan,sebagian besar masyarakat
menyatakanbahwakebijakanPSBBtelahdilaksanakansecarameratadiberbagaiwilayahdikota
Banjarmasindanpenggunajalanmendapatkeadilanselamapelaksanaankebijakantersebut.
Dimensiresponsivitas,kebijakanPSBBmerupakansalahsatulangkahyangtepatdalam upaya
memecahkanmasalahterkaitpenyebaranvirusCovid-19diKotaBanjarmasin.
SARAN
1.PerlukiranyapemerintahDaerahKotaBanjarmasinuntuklebihmempertegasdenganteguran

danjikamasihmelanggarmakadapatmemberikansanksiyangtegassifatnyamemberikan
kesadarankepadasemuamasyarakatagartertibmelaksanakankebijakandaripemerintah
daerahagartujuandarikebijakantersebutdapattercapaisesuaiharapan.

2.Dalam rangkamengurangiangkapenularandarivirusCovid-19diharapkankepadaseluruh
lapisanmasyarakatagartetaptertibmelaksanakanprotokol-protokolkesehatanyanggencar
disosialisasikan.

3.Perluadakebijakankhususdaripemerintahdaerahmemprioritaskanmasyarakatpadalapisan
menengahkebawahyangsangatmerasakandampakdaripermasalahanpandemiini.
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